






 
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

NOMOR 360.2 / 0453 TAHUN 2023 
 

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Semarang telah dilakukan 

Klasifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini : 

 

No Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukum  

Pengecualian Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Jangka Waktu 

  Pertimbangan Pengubahan 

Dibuka              Ditutup 

1 Dokumen pendukung 

penanganan kasus kekerasan 

terhadap perempuan dan 

kasus kekerasan terhadap 

anak, yang mengandung 

informasi dikecualikan :  

1. Kronologi kasus,  

2. Berita acara,  

3. Surat pernyataan,  

4. Formulir kasus,  

5. Hasil tes DNA,  

6. Laporan hasil pemeriksaan  

Psikologis, dan  

7. Laporan hasil mediasi  

pada Satuan Pelayanan 

Terpadu Perlindungan 

Perempuan dan Anak Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Provinsi 

Jawa Tengah  

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik Pasal 17 huruf a 

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga 

pasal 10 huruf c 

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban pasal 5 ayat (1) huruf 

i dan ayat 3 

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak pasal 19 

 

 

a. Dapat 

mengancam 

korban 

b. Dapat 

menghambat 

proses penegakan 

hukum berkaitan 

dengan kasus 

yang ada pada 

Satuan Pelayanan 

Terpadu 

Perlindungan 

Perempuan dan 

Anak Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan 

Anak, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana 

a. Melindungi hak 

pribadi (korban 

maupun pelaku) 

b. Memperlancar 

proses penegakan 

hokum berkaitan 

dengan kasus yang 

ada pada Satuan 

Pelayanan Terpadu 

Perlindungan 

Perempuan dan 

Anak Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan 

Anak, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana Provinsi 

Jawa Tengah 

 

30 tahun atau 

sampai yang 

bersangkutan 

memberikan 

persetujuan 

tertulis dengan 

bermaterai dan 

atas perintah 

pengadilan. 

 



 Provinsi Jawa 

Tengah 

2 Alamat shelter, rumah aman, 

dan penampungan sementara 

korban yang sedang 

ditangani/diberikan 

pendampingan 

 

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik Pasal 17 huruf h 

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga 

pasal 10 huruf c 

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas UU 

Nomor 13 Tahun 2006 

Dapat mengancam 

keamanan baik 

korban, penyintas 

dan pelaku 

 

Melindungi hak 

pribadi (korban, 

penyintas dan pelaku) 

sampai yang 

bersangkutan 

memberikan 

persetujuan 

tertulis dengan 

bermaterai dan 

atas perintah 

pengadilan. 

 

 

 

 

 
 






